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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 
,. 

I\IOMOR 16 TAHUN 2008 

TEN·r ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISAS1 DAN TATA i,K(:R.JA KECAMATAN 
DALAM KABUPA TEN MUARA !::NIM 

Menimbc1ng 

Mengingat 

'i 

DENGAN RAHMAT ·ruHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA EN:I~ 

. ' 
a. bahwa clerigan te!:1h dit.etapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tuhun .2007 tenUmg Orga111sasi Perangkat Daerah sebagai 
pelak~ anaan dari Pas.al 128 aya,t (1) dan ayat (:2) Undang-undang 
Nomor 32 TEJhun 2bo4 tentai-:,g Pemerintahan Daerah rnaka 
dipandm1g . perlu menata kernbrili dan me!akukan penyesuaian 
terhadap ; Orgarisasl dan Tata Kerja Kecamatan dalam 
KabupE1ten, Muarn Enim ; 

b. bahwa terliadap Ranca.-1gan Peraturan Daerah tentang Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah 
mendapatkan f asilitasi dari Gubernur Sumatera Se Iatan m_elalu i 
surat (3ubernur nomor · 188.3~2/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus 
2008, sE~bagai p0laks.Jr.aan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38 
dan 3!3 Peraturan Pemerintcih Nor"nor 41 tahul'"l 2007; 

c. bahwci berda$arkan pertimbangan sebagaiman8 dimaksud huruf 
a dan b di alas, perlu diatur dan ditetapk~n dengan Peraturan 
f Jaerah. 

1. Undang-Und3ng Nomor 28 Tahun 1959 tertang Pembentukan 
C'aerah Tingkot II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
f\Jegara Republik lnclonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 

2. Unc.lang-Undang No,nor 10 Tahun ?.004 tentang Pembentukan 
Peraturnn Perundang-Undangan ( Lembaran Negara R~publ ik 
lndorn~sia Tar,ur: 2004 Nornor 53, Tamballan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 ·tentang Pemerintahan 
Daen::1h ( Lemt>aran Negara Republik lndonesi;1_ Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lemoaran Negaca Republik Indonesia 
Nomor 4437 ) st:bagaimana telah beberapc1kali diubah terekhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negarn RepL..blil< Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tan~bahan 
Lembaran Negara l=<eµubl ik Indonesia Nornor 4844); 
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4. Per-aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah DRerah 
Provinsi dan Pcmerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran 
Negarc:1 Hepubl ik Indonesia · Tahun 2007 Nomor e2, Tambahan 
Lembarnn Negara Rer.,ublik Indonesia Nomor 4737) ; 

5. t=>eraturan Pem~rinta;1 Nomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tc1hun 
2007 Nomor 14; Tar-ibahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262 ) ; 

6. Peraturan PE'!mGrintah Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Kecarhatan 
( Lembaran Negmi1 Republik lndcnesia Tahun 2008 Nomdr 40, 
Tambahan Lembar~n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4826) ; 

7 Keputus-.:m Menteh Dalam Negeri Nornor 158 1ahun 2004 
te11tang Pedoman 6rganisasi ;Kecamatan. • 

D~ngan Perietujuun Bsrsarna 

DE:WAN PERWAKILAN RAKYAT oAERAH kAeuPATEN MUARA ENIM 

.: dan 

BUPAT! MUARA ENIM 

McMl}TUSKAf..J : 
' 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG P~MBENTUKAN ORGANISASI 
DAN TATA ►(ERJA Ki:CP1MATAN DALAM KABUPATEN MUARA 
ENIM 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Perat.uran OF.Jerah ini yang dimaksud dengah : 

1. Daer.ah aclalah Kabupaten Muara Enim ; 

2. Pemerintatl Daerc:1h ad~lah Pemer·intah Kabupaten Muara Enim ; 

3. Bupati adalah BLlpati Muara Enim ; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenmJaraar. pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Oaerah, Lembaga Teknis 
Daerah, KHcamatan dan kelurahan; 

5. Sekr etaris Daerah adnlah S8krotaris Daerah K~bupaten Muara 
Enim ; 

6. Kecamatan adal3h wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Dasrah 
Kabupaten Muara Enim ; 

7. Ca mat adalah KE:lpala Kecarnatan dalam Ka bu paten Muara Enim; 

8. Kelompok Jabatan Furgsional adalah kelompok tugas atau 
kegiatan yang f.esuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam 
rangka m«~ndukung tugas Pemerintahan; 

9. Eselon adnlah tingkatan jabatan strL·ktural. 

BAB 11. ..•.. ...•......• . 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Oengan Peraturan Oaerah ini di bentuk Orgc1nisasi dan Tatc1 Kerja 
Kecamatan y,mg terdi,i dari: 

1. Kec,7r11atan SemenuG Oarat Ulu; 

2. Kecc:mat.an Serncndt~ Darat Tengari; 

3. Kecamat~n Semencfo Oarat Laut; 

4. KecF.Jmat:an Tanjung ,'.\gung; 

5. Kecamatan Lawang Kidul; 

6 . Kecarnatan Muara Enim; 

7. Kecamatan Ujan Mas; 

8. Kecarna1:E!f'l GunLIng ·:Megan9; 

9. Keca"TlGtan Ram~an~ Dangku; 

10. Kecamatcin Rambang ; 

11. Kecamat~n Lubc:1i; 

12. Kecamatan Penukal i 
' . 

13. Kecamatan Tanah Abarig ; 
: ~ 

14'. Kec=1rnatan Talang Ubi; 

15. Kecama!.an Ge!urnoang; 

16. Kecamatcrn Lernl)ak;1 

17 . Kec2mata.n Sunoai ~otan; 

18: Kecamatan PenuK2I ·utara; 

19. Kecamatan Benakat ; 

20. Kecamat2n Kelekar; 

?. ·I . Kec;:rn'la!an Muar3 Belida; 

22. Kecamat.an Abab. 

• 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Pasal 3 

f<.c1carr1-.itan 1nerupak,.m perangkat cJaerah sebagai pelaksaha teknis 
kewilay3t'Jan yang rnernpuriyai wilaycih kerja tertentu dan dipimpin oleh 
Carnat yan~i berad,. di bawah dan bertanggung jawab kepadc:i Bupati 
melalui Sekretaris Dae,-ah. 

Pasal 4 

Camat rnempunyai tug.Js mernbantu Bupati dalam rnenyelenggarakan 
tugas u;-nurn Pe,110.1· int=1han dan melaksanakan kewenangan 
remerintahan yang ciilirnpahkan oleh Bupati untuk rnenatlgani 
sebagian urusan otono;-,1i daerah. 

Pasal 5 ........ ..... .. .. . . 
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Pasal 5 

' Untuk rr.Glaksanakan :·Jg3s sebagairnana dirnaksud pada Pasal 4, 
Kecarnatan menyelenggarakan furig~i : 

a. Pengkoordinasian k8Qic3tan pemberdayaan masyarakat · 

b. Pengkoordina~.ian upay.3 penyblenggaraan ketentrarnan clan 
ketertiban umum ; 

c. Pengkourdinasian penerapan dan pe:1egakan peraturan perundang-
uridangan ; . 

d . P~ngkoordinasia:1 pem~liharaan ~\rasarana dan fasilitas pelayarian 
umum; 

e. Pengkoordinasian penyelenggar~ar. kegiatan pemerintahan di 
tin,gkat K9camatan ; . 

f. Pembinaan p.enyel€nggaraan pemtrintah desa dan / atau kelurah::in ; 

g. Pelaksanaan pe!ayanah masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yarig belurn dapat dilaksanakan pemarintahan 
desa atau l<.olurahari ; 

~. Pelaksanmm' urusan ketatausaha,fo dan rurnah tangga; 

r. PelaksEmaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 
~ugasnyc1. 

BAB IV 

SUSUNAN OFiGANISASI 

Pasal6 

('1) Susunan Organisasi f<ecamatan terdiri dari : 
. I 

c.J. Carnal · : r 

b . Sekrntmiat Kecamatan ; 

1, Subbag. Perencanaan, 

:: . Subbag . Keuangan ; 

3. Subbag . Umum. 

c. Se'.~si Pemerintahan ; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban urnum ; 

e. Seksi Perekonoinian dan Pembangunan 

f. Seksi Pemberda 11aan Masyarnkat ; 

g. Seks1 Kesejahteraar1 Sosial. 

(2) Bagan Struktur Org:.misasi Kecamc:3tari sebagaim2ria tercantum 
pada lampiran Pernturan Daerah ini. 

B.£1.$ V 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 7 

(1 ). Kelornpok Jabatan Fungsionc1I rnempunyai tugas flielaksanakan 
sebagian tugas F>er:ierintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan . 

(2) Kelompok ... .. ....... .... . 
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(2) . Kelompok Jab8tar Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang d1atur dan ditetapkari berdasarkan peraturan 
perundang-undan~an. 

(3) . Ke.lornpok :Jabatan ::ungsional dipirnpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yc11g ditunjuk. 

( 4 ). Jumlah tenaga fl!nLlsio11al ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
bebari kmj;i 

(5) . Jenis dan :ienjang iapatan fungsion81 diatas diatur berdasarkan 
peraturan 1)erund,mg-undangan. 

(6). t<elompok Jabatan F:ungsional mempunyai tugas sesuai dehgan 
peraturar, ~~erundang-µndangan. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal8 

(1) Camgt inemimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungs i 
Organisasi Perarigkat Daerah yang dipimpinr,ya; 

(2) Oalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organi~asi dan 
kelompok Jabatan f-°\ . .mgsional di lingkungan Kecamatan dan unit 
pelaks:3na : teknis d1 lingkungannya wajit; menerapkan prinsip 
koordinasi; integrasi, sinkroni.sasi dan 5implikasi baik dalam 

· lingkungc111 masing-rnasing maupun antara satuan organisasi di 
ling:<ungm1 Pemerir.taha.1 Daera~i serta dengan instansi lain di luar 
Pemeriritahan Daemh :.;esuai dengan tugas masing-masing; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisc=Jsi di lingkungan kecamatan 
bertang1Jungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
m2.sing-rrwsing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi 
pelaksa~a tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah 
se.suai peiraturan Perundang-undangan yang berlaku bila terjadi 
penyimpangan aalRm melaksc1nakan tugas dan fungsi bawahannya; 

( 4) Setiap pirnpinan satuan oroanisasi di lingkungari kecamatan wajib 
inengikuli dan rnemaluhi petunjuk dan bertanggungii::lwab kepada 
atasan rn3sing-masing dBng,m menyiapkari laporan secara 
ber jenjan~J; 

(5) Setiap laporan d;terima oleh pirnpinan satuan organisasi dari 
b5wahannya wdjib diolah da11 dipergunakan sebagai bahan untuk 
men;usun laporar. lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

Pasal 9 

(1) Hubur'1£Jcll7 kerja f<.ecamatan dengan Perangkat Daerah bersifat 
koordinasi Teknis 't'ungsional dan teknis operasional; 

(2) Hubun£JHn kerja Kec3matan dengan lnstansi Vertikal di wilayah 
kerjanya bersifat koorciinasi teknis fungsional; 

(3) Huhunnan kerja 1(ec:amatan dengEm swasta, Lembaga Sw8daya 
M£-syarakat, PArta, Politik d~n Organisasi kemasyarakatan lainnya 
di wilayah kerja Kematan bersifat koordinasi dan fasilitasi. 

BAB VII. ........ .. .. ... .. 
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BAB VII 

ESELONISASI 

Pasal 10 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan : 

1. Eselon Camat acJalah eselcri Ill.a ; 

2. Eselon Sekretari-:, aaalah 111.b; 
3. Eselon KerJala Seksi c::1d3lah JV.a; 

4. Esel-:m Kepala Sub Bagian adalah IV.b. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 11 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan hal-hal yang 
belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaGnnya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturar, Bupati . 

Pasal 12 

Dengan t,erlc1kunya Per~turan Daerah irii, maka Peraturan Daerah 
Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan 
(Lembara11 Daerah Kc1bupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36) 
dinyatnkan tidak berlaku. 

Pasal 13 

Pernturan Daerah irii rnulai berlaku pad8 tanggal diundangkan. 

Aga:- £upaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengur 1dangan PeratL1ran Daerah ini denQan pe:1empatannya dalam 
Lembaran Oaerah Kabupaten Muara Enim. 

if. 

di Muara Enim 

. ::::S KR AH 
l:NIM 

... ' 

,'. AB MAH/\RIS '., 
'_.·;," 

:;,-'" 

LE AER.A.H KABUr'ATEN MU.A.RA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 2G SERI D 
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